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2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil
pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021 serta penyesuaian
terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pekalongan Tahun 201 6-2021, perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021.




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kota  Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Pekalongan, Kabupaten Daecrah Tingkat 11 Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik  [Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);
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14.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-20109;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 238);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provins: Jawa
Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 88);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 'l‘ahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2000 Nomor 195),
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

T i 2 -
Kota Pekalongan Nomor 19 fahun 2013 tentang
. P ')\ » - -
Perubahan atas  Peraturan Daerah Kota Pekalongan
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-
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2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013
Nomor 19);

. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2011 Nomaor 30);

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);

. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Menetapkan

dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR
4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor
4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota
Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 meliputi:

a,. BAB 1

PENDAHULUAN
memuat latar belakang, dasar hukum

penyusunarn, maksud dan tujuan, hubungan
antar dokumen, serta sistematika penulisan.



b. BABII

c. BAB III
d. BAB IV
e. BABV
f. BAB VI
g. BAB VII
h. BAB VIII
i. BABIX

GAMBARAN UMUM KONDISE DAICRAL

memuat gambaran umum kondist dacrah yang,
meliputi aspek  geograli  dan  demograll serta
indikator kinerja penyelenggaraan  pemerintah
daerah yang meliputi  aspek  kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek
daya saing daerah.

GAMBARAN KIEUANGAN DAERAT

memuat gambaran hasil pengolahan data dan
analisis terhadap pengelolaan keuangan dacrah.

PERMASALAHAN DAN [ISU-ISU STRATEGIS
DAERAH

memuat analisis permasalahan pembangunan
dan isu-isu strategis pembangunan dacrah
tahun 2016-2021.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
memuat strategi, arah kebijakan pembangunan
serta program pembangunan prioritas
berdasarkan strategi yang dipilih dengan target
capaian indikator kinerja.

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

memuat program prioritas dalam pencapaian
visi dan misi serta seluruh program yang
dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat
Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif
target, Perangkat Daerah penanggung jawab
berdasarkan bidang urusan.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

memuat penetapan indikator kinerja daerah
yang bertujuan untuk memberikan gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian Vvisi
dan misi kepala daerah dan walkil kepala dacrah
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PENUTUP

mermuat pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan untuk menyusun dokumen
perencanaan  pembangunan setelah  periode
RPJMD berakhir.




(2) RP.JM_LJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

2 Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Juli 2018

Diundangkan di Pekalongan WALIKOTA PEKALONGAN,
pada tanggal 27 Juli 2018 Cap
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SEKRETARIS DAERAH
3‘ i ; M. SAELANY MACHFUDZ
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